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ABSTRAK 

   

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI 

TIDAK TETAP PADA PT. XYZ MELALUI SISTEM CORETAX 

 (STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN) 

 

OLEH 

NADIA SAFIRA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT 

XYZ  melalui sistem Coretax, serta menganalisis kesesuaiannya dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 

PT DMS Konsultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemotongan 

PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada PT XYZ telah menggunakan skema 

Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan dilakukan melalui sistem Coretax. Secara 

umum, pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Namun, masih terdapat kendala dalam penginputan data dan adaptasi sistem. 

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai 

Coretax dan pengecekan data secara berkala. 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tidak Tetap, Coretax, Tarif 

Efektif Rata-rata (TER), Konsultan Pajak. 
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ABSTRACT 

   

PROCEDURES FOR WITHHOLDING, PAYMENT, AND REPORTING 

INCOME TAX ARTICLE 21 ON THE INCOME OF VACANT 

EMPLOYEES AT PT. XYZ THROUGH THE CORETAX SYSTEM 

(CASE STUDY OF PT. DMS KONSULTAN) 

 

By 

NADIA SAFIRA 

 

This study aims to determine the procedures for withholding, depositing, and 

reporting Income Tax Article 21 for non-permanent employees at PT XYZ 

through the Coretax system, as well as analyzing its compliance with applicable 

tax regulations and identifying the obstacles encountered. The method used is a 

qualitative descriptive method with data collection techniques through 

observation, interviews, and documentation at PT DMS Konsultan. The results 

of the study indicate that the process of withholding Income Tax Article 21 for 

non-permanent employees at PT XYZ has used the Average Effective Rate 

(TER) scheme and is carried out through the Coretax system. In general, the 

implementation is in accordance with applicable tax regulations. However, 

there are still obstacles in data input and system adaptation. The solution that 

can be done is to improve understanding of Coretax and check the data 

regularly. 

Keywords: Income Tax Article 21, Non-Permanent Employees, Coretax, 

Average Effective Rate (TER), Tax Consultant. 
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BAB I 

PENDAHULUAN     

1.1 Latar Belakang 

Pajak dalam sistem keuangan negara berperan sangat strategis karena digunakan 

sebagai pembiayaan pembangunan nasional, seperti dalam bentuk penyediaan 

fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur yang berdampak secara langsung 

bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, keberhasilan penerimaan pajak 

bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pemotongan, 

penyetoran dan juga pelaporan. Salah satu pajak yang memiliki kontribusi 

signifikan adalah PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi. 

Ketepatan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan tidak hanya memenuhi 

kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan kredibilitas sebuah badan usaha di 

mata negara (Gani et al., 2025). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

modernisasi sistem perpajakan melalui penerapan Core Tax Administration 

System (Coretax). Sistem ini adalah platform terintegrasi yang menggantikan 

sistem sebelumnya, seperti DJP Online dan e-Bupot yang bertujuan untuk 

menyatukan seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam 

satu sistem digital.  Dengan Coretax, wajib pajak bisa melakukan pembuatan bukti 

potong, penyetoran dan pelaporan SPT dengan lebih efisien, akurat, dan 

standarisasi (Wasesa et al., 2024). 

Namun demikian, implementasi Coretax masih memiliki kendala, terutama pada 

adaptasi pengguna terhadap sistem baru (Qonitah, 2026). Banyak wajib pajak dan 

staf  administrasi perpajakan mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme 

penggunaan, khususnya dalam hal penginputan data dan penentuan objek pajak 

yang sesuai dengan ketentuan terbaru. 
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Permasalahan semakin kompleks terutama pada pengelolaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang berpenghasilan tidak teratur, sehingga 

berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan pajak (Appulembang et 

al., 2025). Selain itu, penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memiliki tujuan untuk 

menyederhanakan proses perhitungan pajak, namun pada praktiknya masih 

ditemukan kendala teknis, terutama pada penghasilan tidak rutin, sehingga 

berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan pajak 

yang berdampak pada sanksi perpajakan (Ningsih & Fauzi, 2025).  

PT DMS Konsultan bekerja di bidang konsultasi perpajakan dan memiliki peran 

penting dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk 

pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Salah satu klien yang ditangani adalah 

PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang memiliki 

karakteristik tenaga kerja yang fleksibel sehingga banyak menggunakan pegawai 

tidak tetap. Kondisi ini membuat perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi 

lebih kompleks dan penerapannya memerlukan ketelitian yang lebih tinggi. 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa, meskipun sistem Coretax dan penerapan 

skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) telah digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi administrasi perpajakan, tapi masih ada beberapa hambatan dalam 

praktiknya, terutama berkaitan dengan pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada pegawai tidak tetap. Selain itu, penelitian tentang penerapan Coretax sebagai 

sistem perpajakan terbaru masih relatif terbatas, terutama dalam hal praktik 

langsung di perusahaan. Penelitian mengenai penerapan skema TER pada pegawai 

tidak tetap juga masih belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, tidak 

banyak penelitian yang mengkaji proses Pajak Penghasilan Pasal 21 secara 

menyeluruh, mulai dari pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan, sambil 

mengaitkannya dengan hambatan dan solusi yang ada di lapangan. Maka dari itu 

penulis mengambil judul penelitian tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tidak 

Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. 
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1.2 Rumusan Masalah   

1) Bagaimana tata cara pemotongan, prosedur penyetoran, dan proses pelaporan 

PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui 

Sistem Coretax? 

2) Apakah pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 

atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax 

sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku? 

3) Bagaimana efektivitas implementasi sistem Coretax dalam meningkatkan 

kepatuhan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ? 

4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ 

melalui Sistem Coretax dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? 

1.3 Tujuan    

1) Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan, prosedur penyetoran, dan 

mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada 

PT XYZ melalui sistem Coretax. 

2) Untuk menganalisis kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 

Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem 

Coretax dengan ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan PMK No. 168 

Tahun 2023 dan PP No. 58 Tahun 2023. 

3) Untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem Coretax dalam 

meningkatkan kepatuhan administrasi PPh Pasal 21 pada PT XYZ. 

4) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan 

dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem 

Coretax. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, 

khususnya pada administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap 

melalui sistem Coretax. Penelitian ini juga dapat menambah literatur tentang 

administrasi perpajakan digital di Indonesia, terutama dalam hal implementasi 

sistem Coretax sebagai bagian dari transformasi perpajakan digital. 

 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah dan DJP 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang seberapa efektivitas implementasi 

sistem Coretax, khususnya dalam pelaksanaan kesesuaian pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap. Hasil 

penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi 

kendala teknis yang dihadapi, sehingga mendukung penyempurnaan kebijakan 

dan optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.  

b. Bagi Konsultan Pajak 

Penelitian ini membantu konsultan pajak memahami penerapan sistem Coretax 

serta tingkat kepatuhan klien terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain 

itu, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi, 

memperbaiki proses administrasi perpajakan, dan memberikan rekomendasi yang 

lebih tepat kepada klien, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21. 

 



       

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 

yang menjadi sumber hukum utama dalam sistem perpajakan Indonesia, 

sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan 

tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas, 

dapat disimpulkan karakteristik pajak adalah arus uang dari rakyat ke kas negara, 

dipungut berdasarkan oleh undang-undang, tidak ada timbal balik khusus, 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Menurut Winarsih (2022) pajak tidak hanya dilihat sebagai mekanisme fiskal, tapi 

juga menunjukkan hubungan struktural antara negara dan warganya dalam hal 

kebijakan pembiayaan kebutuhan umum dan redistribusi ekonomi. Pajak juga 

dianggap sebagai kontribusi wajib yang berfungsi sebagai alat untuk mencukupi 

pendapatan negara dan mendorong kemajuan ekonomi. Hal ini menekankan 

pentingnya pemahaman tentang pajak dalam konteks perilaku kepatuhan wajib 

pajak serta hubungan antara pemungutan pajak, pelayanan publik, dan 

kesejahteraan masyarakat.  
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2.1.2 Asas-asas Perpajakan 

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations berpendapat bahwa pajak yang 

baik harus memiliki karakteristik asas sebagai berikut. 

1). Asas Equality, pemungutan pajak negara harus sesuai dengan kemampuan dan 

penghasilan wajib pajak.  

2). Asas Certainty, setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang 

sehingga wajib pajak yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum. 

3). Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi 

wajib pajak, atau saat yang paling baik, seperti saat wajib pajak baru mendapatkan 

uang atau menerima hadiah. 

4). Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak harus diusahakan sehemat mungkin, 

sehingga hasil pemungutan pajak tidak melebihi biaya pemungutan pajak 

(Cahyono, 2021). 

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong kepatuhan 

sukarela wajib pajak, serta untuk membangun sistem pajak yang dapat beradaptasi 

dengan perubahan yang terjadi di seluruh dunia dan digitalisasi administrasi pajak 

(Marron et al., 2025). 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Menurut Harmaen dan Wahyu (2024) dalam sistem perpajakan kontemporer, 

fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu  fungsi budgetair dan fungsi 

regulend. Yang mana satu bagian berfokus pada aspek fiskal, sedangkan bagian 

lain berkaitan dengan regulasi dan kebijakan publik. 

a. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair atau fungsi pajak utama, menekankan peran pajak sebagai sumber 

penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan 

operasional, termasuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

dan layanan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab negara. Dengan 
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demikian, pajak secara langsung berkontribusi terhadap keberlangsungan 

penyelenggara pemerintah dan stabilitas keuangan negara. 

 

b. Fungsi Regulerend 

Pada fungsi regulerend, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku 

ekonomi dan sosial masyarakat melalui kebijakan fiskal. Fungsi ini menunjukkan 

bahwa pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mencapai tujuan yang 

lebih luas dari pada hanya penerimaan anggaran, seperti menetapkan stimulus fiskal 

atau kebijakan untuk mengendalikan dinamika pasar dan aktivitas ekonomi 

tertentu, serta mempengaruhi arah perekonomian dengan mengontrol inflasi atau 

konsumsi tertentu. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan adalah pajak langsung yang dikenakan kepada seseorang atau 

badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak yang 

dimaksud. PPh bersifat memaksa kepada subjek pajak atas penghasilan yang 

diperoleh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang digunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan adalah 

instrumen fiskal utama dalam struktur penerimaan negara dan mencerminkan 

prinsip kemampuan untuk membayar, dengan besaran pajak yang dikenakan 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Rahma dan Puspa (2025) 

menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan berkorelasi positif dengan tingkat 

penghasilan individu, yang pada gilirannya berfungsi sebagai salah satu cara 

redistribusi pendapatan untuk mengurangi disparitas ekonomi.  
 

Menurut Aoskase et al. (2025) pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

penghasilan pegawai mencerminkan prinsip kemampuan untuk membayar, dengan 

besaran pajak yang dipotong disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. 

Selain meningkatkan penerimaan negara, mekanisme pemotongan ini memastikan 

bahwa tarif pajak progresif bersifat adil, yaitu wajib pajak yang penghasilan lebih 
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tinggi menanggung beban pajak lebih besar daripada wajib pajak dengan 

penghasilan lebih rendah.  
 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang harus membayar pajak atas 

uang yang diterima atau didapatkan selama tahun pajak. Sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak di Indonesia dibagi menjadi 

beberapa kategori yang memiliki status yang berbeda dalam memenuhi kewajiban 

pajak (Febrianda et al., 2024).  Subjek pajak penghasilan, menurut Pasal 2 UU 

Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah paling baru dengan UU HPP Tahun 

2021, meliputi: 

1). Individu yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri yang menghasilkan 

uang dari Indonesia. 

2). Warisan yang belum dibagi harus diganti oleh yang berhak. 

3).Organisasi, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan, 

koperasi, BUMN/BUMD, dan jenis bisnis lainnya. 

4). Badan usaha tetap (BUT) adalah jenis usaha yang digunakan oleh subjek pajak 

luar negeri untuk beroperasi di Indonesia. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU HPP Tahun 2021, objek pajak adalah setiap 

kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

dari Indonesia maupun dari luar negeri. Adapun yang menjadi Objek Pajak 

penghasilan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi undang-

undang perpajakan adalah sebagai berikut: 

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, dan tunjangan 

b) Laba dari bisnis atau keuntungan dari penjualan aset. 

c) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau  
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d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta  

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis; 

g) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

h) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

i)  penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

j)  keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

k) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

m)  premi asuransi; 

n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

q) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

r) Surplus bank Indonesia. 

Jenis penghasilan tertentu yang menjadi pengecualian objek pajak atau tidak 

dikenakan pajak, seperti hibah keluarga, warisan, dan beasiswa tertentu yang tidak 

meningkatkan kekayaan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya batasan 

normatif dalam penetapan objek pajak (Nurjanah & Rahmiati, 2025). 

 

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan 

Untuk wajib pajak individu dengan penghasilan kena pajak tertentu, prinsip tarif  

progresif digunakan dalam penetapan tarif pajak penghasilan. Skema penghitungan 

PPh Pasal 21 yang lebih sederhana telah ditetapkan melalui PP 58 Tahun 2023 dan 

PMK 168 Tahun 2023. Skema ini menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 
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sebagai pengganti sistem tarif progresif bulanan (Ningsih & Fauzi, 2025). Tarif 

pajak penghasilan ditetapkan berdasarkan jenis subjek pajak dan sumber 

pendapatannya. Tarif PPh individu berdasarkan UU HPP Pasal 17 ayat (1a), yang 

berlaku mulai tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 1 Lapisan Tarif Progresif Pajak Penghasilan 

2.2.5 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 

Pajak Penghasilan diatur oleh sistem withholding tax (pemotongan dan 

pemungutan oleh pihak ketiga), self assessment system (perhitungan sendiri oleh 

Wajib Pajak), dan sistem pelaporan SPT. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan 

bahwa Wajib Pajak dapat dengan bebas menghitung, menyetor, dan melaporkan 

kewajiban pajaknya melalui self assessment system.  Menurut Nathanael dan 

Widodo (2025) adapun tahapan mekanismenya adalah sebagai berikut.  

a. Pemotongan atau pemungutan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, 

seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 21–26 Pajak Penghasilan. 

b. Penyetoran dilakukan melalui sistem di Coretax atau bank persepsi. 

c. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk 

pemotongan dan tanggal 30 April tahun berikutnya untuk SPT Tahunan 

melalui sistem Coretax. 

Selain itu, sistem digitalisasi administrasi pajak melalui Coretax berdampak pada 

pelaporan PPh Pasal 21 dengan membuat wajib pajak lebih mudah mengunggah 

bukti pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT secara elektronik, dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPh Pasal 21 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang 

dikenakan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan  

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak langsung yang dipungut 

atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi di dalam negeri terkait dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta 

pembayaran lain kepada wajib pajak individu merupakan instrumen utama dalam 

pemungutan pajak atas penghasilan. Pajak ini disetorkan ke kas negara sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dipotong oleh pemberi 

penghasilan. PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan 

negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mengatur sistem perpajakan 

yang adil berdasarkan kemampuan setiap wajib pajak untuk membayar pajak 

(Imro’ah et al., 2024). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang terakhir kali diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur Pajak Penghasilan, termasuk 

PPh Pasal 21. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

menggunakan skema TER, serta PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 yang mengatur secara teknis mekanisme 

pelaksanaannya (Rahma & Puspa, 2025). 

Secara fundamental, PPh Pasal  21 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terkait 
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dengan pekerjaan atau kegiatan, termasuk gaji pokok, kompensasi atas layanan 

yang diberikan, berbagai macam tunjangan dan pembayaran lain yang terkait 

dengan pekerjaan atau bisnis (Rahma & Puspa, 2025). 

2.3.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap individu atau badan usaha 

yang diharuskan untuk memotong atau memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk pada pemberi kerja, 

bendahara pemerintah, dana pensiun, perusahaan, badan usaha, yayasan, dan 

kegiatan manajemen. 

Wajib pajak yang menjadi subjek PPh Pasal 21 adalah Pejabat negara, ASN, 

pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, penerima pensiun, penerima 

honorarium, penerima upah, dan individu lain yang menerima atau memperoleh 

penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan agen pemungut pajak 

termasuk dalam kategori wajib pajak yang penghasilannya dipotong berdasarkan 

PPh Pasal 21. Wajib pajak perorangan sebagai penerima penghasilan tidak 

membayar pajak sendiri, tetapi dipotong atau dipungut oleh perusahaan pemberi 

kerja melalui pemotongan PPh Pasal 21. Kemudian, pihak yang memungut / 

memotong harus membayar dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong 

dari wajib pajak perorangan sebagai penerima penghasilan kena pajak ke kas 

negara, dan penerima penghasilan yang telah dipotong pajaknya akan menerima 

bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan (Wasesa 

et al., 2024). 

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang 

menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut. 

 

1) Pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh penerima penghasilan secara 

teratur dalam bentuk uang penghasilan atau pendapatan serupa.  

2) Pendapatan dari pemutusan hubungan kerja dan pendapatan dari imbalan yang 

diterima sebagai pembayaran sekaligus dalam bentuk pesangon, tunjangan 

penghasilan, dan tunjangan usia lanjut.  



13 

 

 
 

3) Pendapatan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas dalam bentuk upah harian, 

upah mingguan, upah borongan, dan upah industri. 

4) imbalan kepada orang yang tidak bekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan, 

layanan, dan aktivitas yang dilakukan. 

5) Hadiah untuk peserta kegiatan dapat berupa uang tunai, hadiah, uang saku, uang 

pertemuan, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun, dan 

hadiah serupa dalam bentuk apa pun. 

 

2.3.3 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap 

Pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

secara teratur, termasuk anggota dengan pengawas, anggota dewan komisaris, dan 

juga pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu yang 

telah disepakati sepanjang pegawai bekerja secara penuh dalam pekerjaan 

tersebut. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap adalah pekerja yang masuk ke dalam 

kategori tenaga kerja lepas, dan mereka hanya menerima pembayaran berdasarkan 

jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian 

jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja (Kementerian Keuangan, 2023). 

Dalam PPh Pasal 21, pemotongan untuk pegawai tetap dilakukan secara sistematis 

berdasarkan penghasilan bulanan menggunakan skema TER dan penghitungan 

tahunan melalui tarif progresif. Sebaliknya, pemotongan untuk pegawai tidak 

tetap dilakukan secara berkala sesuai dengan upah yang dibayarkan selama 

periode tertentu. Jumlah pajak yang harus dibayar, serta metode penyetoran dan 

pelaporan, dapat dipengaruhi oleh perbedaan status ini (Sihombing et al., 2023). 

2.3.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh Pasal 21 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 

merupakan salah satu perubahan besar dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 di Indonesia. Dengan menggantikan sebagian besar perhitungan progresif 

tahunan yang kompleks dengan tarif rata-rata yang diterapkan secara periodik, 
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skema TER diperkenalkan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh 

Pasal 21. 

 

Tarif Efektif Rata-Rata untuk Pegawai Tetap diterapkan pada wajib pajak seperti 

pegawai negeri, pegawai swasta, anggota dewan komisaris dan pengawas yang 

menerima gaji bulanan, dan pensiunan yang menerima pensiun secara teratur. 

Selain itu, skema TER bulanan juga diterapkan pada pegawai tidak tetap yang 

menerima penghasilan secara bulanan. Dalam skema ini, pajak dihitung dengan 

mengalikan jumlah penghasilan bruto bulanan dengan persentase Tarif Efektif 

Rata-Rata (TER). Tarif TER bulanan dibagi berdasarkan status PTKP wajib pajak 

menjadi beberapa kelompok yaitu TER A, B, dan C. Setiap tahun pajak, dari Januari 

hingga November, pemotongan dilakukan dengan skema TER. Sedangkan pada 

bulan Desember, untuk pegawai tetap perhitungan PPh 21 tetap dihitung dengan 

menggunakan tarif progresif tahunan yang diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU PPh 

untuk menentukan kewajiban pajak tahunan yang sebenarnya. Sedangkan bagi 

pegawai tidak tetap, pemotongan PPh Pasal 21 pada bulan Desember tetap 

menggunakan skema TER bulanan. 

Berikut adalah rincian kelompok Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pegawai tetap 

berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang 

disajikan dalam tabel TER dan dibagi dalam tiga kelompok yaitu TER A,TER B, 

dan TER C sebagai berikut. 

 

Tabel 2. 2 Tabel TER A 
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TER A digunakan untuk wajib pajak dengan status TK/0, TK/1, dan K/0, yaitu 

wajib pajak dengan jumlah tanggungan relatif sedikit sehingga memiliki 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang rendah. 

 

Tabel 2. 3 Tabel TER B 

Selanjutnya TER B digunakan untuk wajib dengan status PTKP TK/2, TK/3, 

K/1, dan K/2 yang memiliki jumlah tanggungan lebih banyak dibandingkan 

kelompok sebelumnya, sehingga besaran PTKP yang dimiliki lebih tinggi. 

 

Tabel 2. 4 Tabel TER C 

Adapun TER C digunakan untuk wajib pajak dengan status K/3, yaitu wajib 

pajak dengan jumlah tanggungan maksimal, sehingga memiliki PTKP paling 

besar di antara kelompok lainnya. 
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Sebaliknya, Tarif Efektif Rata-Rata untuk Pegawai Tidak Tetap dilakukan kepada 

pegawai yang memperoleh gaji tidak tetap, seperti harian, mingguan, borongan. 

Sehingga dalam hal ini, pegawai tidak tetap menggunakan skema Tarif Efektif 

Rata-rata Harian (TER Harian)  yang menggunakan penghasilan bruto harian 

sebagai dasar pengenaan pajak. PMK Nomor 168 Tahun 2023 menetapkan tarif 0 

% pada penghasilan bruto harian sampai dengan Rp 450.000 per hari, dan tarif 0,5 

% pada penghasilan bruto harian lebih dari Rp 450.000 - Rp 2.500.000 per hari. 

Skema ini memberikan kepastian dalam pemotongan pajak harian serta menjamin 

bahwa bukti potong tetap diterbitkan meskipun pajak sudah dibayarkan (Afrilia et 

al., 2025). 

Ketentuan mengenai persentase TER Harian berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 

2023 untuk Pegawai Tidak Tetap disajikan dalam tabel berikut. 

Kategori TER Harian 

Jumlah Penghasilan Per Hari Tarif 

<= Rp 450.000 0% x Penghasilan Bruto Harian 

> Rp 450.000 - 2.500.000 0,5% x Penghasilan Bruto Harian 

Tabel 2. 5 Tarif TER Harian 

Tarif Pegawai Tidak Tetap 

(Ketentuan Terbaru) 

Penghasilan Bruto Tarif 

0 s.d Rp 2.500.000/ hari TER Harian x Penghasilan Bruto sehari 

> Rp 2.500.000/ hari 
Tarif Progresif Pasal 17 x 50% x Penghasilan 

Bruto 

Dibayar Bulanan TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan 

Tabel 2. 6 Tarif Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap 

Dengan adanya penerapan skema TER memberikan dampak positif terhadap 

kemudahan administrasi perusahaan, karena dengan skema TER perhitungan wajib 

pajak tidak lagi memerlukan perhitungan pajak tahunan yang kompleks pada setiap 

masa pajak, melainkan hanya menggunakan tarif rata-rata yang sudah ditentukan. 

Hal ini mengurangi potensi kesalahan perhitungan, meminimalkan beban kerja 

administrasi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pemotongan dan pelaporan 

pajak, khususnya dalam penggunaan sistem Coretax. Dengan demikian, maka 
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proses pemotongan PPh Pasal 21 akan lebih sistematis, transparan, dan akurat. 

Sehingga berfungsi sebagai penyederhanaan administratif yang membantu 

meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kewajiban pajak. 

 

Tarif TER untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tidak dapat dipisahkan dari 

status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP digunakan sebagai dasar 

pengelompokan tarif dan menunjukkan kondisi keluarga serta tanggungan wajib 

pajak, seperti status kawin dan jumlah tanggungan. PTKP juga menunjukkan 

kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga besaran pajak yang dikenakan dapat 

lebih adil dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, agar pemotongan PPh Pasal 21 

dilakukan secara adil dan tepat, pemahaman tentang PTKP menjadi hal yang 

penting dalam penerapan TER.  
 

Besaran PTKP yang berlaku menurut PMK Nomor 101 Tahun 2016 disajikan 

dalam Tabel PTKP berikut. 

 

Tabel 2. 7 Tabel PTKP 

 

2.3.5 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap 

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 

2023, skema Tarif  Efektif Rata-rata Harian (TER Harian) digunakan untuk 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Skema Tarif  
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Efektif Rata-rata Harian (TER Harian) diterapkan khusus untuk pegawai tidak 

tetap yang tidak mendapat penghasilan tetap, melainkan menerima penghasilan 

secara harian, mingguan, borongan atau satuan produksi. Dasar pengenaan pajak 

dalam skema  TER Harian adalah penghasilan bruto per hari atau penghasilan 

bruto per hari yang diperoleh dari rata-rata penghasilan apabila penghasilan 

dilakukan secara mingguan atau borongan yang dikali dengan Tarif TER Harian 

(Wasesa et al., 2024). 

PMK 168 Tahun 2023 mengatur mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 untuk 

pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ada dua cara perhitungan PPh Pasal 

21 Pegawai Tidak Tetap yaitu perhitungan untuk penghasilan yang diterima tidak 

secara bulanan, dalam hal ini seperti penghasilan yang diterima secara harian, 

mingguan, satuan, atau borongan. Dan yang kedua, perhitungan untuk 

penghasilan yang diterima secara bulanan. 

1). Penghasilan yang diterima tidak secara bulanan 

Apabila penghasilan pegawai tidak tetap diterima secara harian, mingguan, 

satuan, atau borongan, maka PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Efektif 

Rata-rata Harian (TER Harian). Jika penghasilan dibayarkan secara mingguan 

atau borongan, maka penghasilan total dibagi dengan jumlah hari kerja. Menurut 

PP Nomor 58 Tahun 2023, ada batas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21. Apabila penghasilan bruto per hari tidak melebihi batas 

tersebut, maka PPh Pasal 21 tidak dipotong. Namun, apabila penghasilan bruto 

per hari melebihi batas tersebut, maka seluruh penghasilan bruto dikenakan PPh 

Pasal 21 dengan mengalikan penghasilan bruto harian dengan tarif TER Harian 

yang sesuai dengan kelompok penghasilan. 

a). Penghasilan bruto harian < Rp 450.000 

Apabila penghasilan bruto harian pegawai tidak tetap kurang dari atau sama 

dengan Rp 450.000 maka dikenakan tarif TER Harian 0%, sehingga PPh Pasal 21 

tidak dipotong karena jumlah penghasilan berada di bawah ambang batas 

pemotongan. 
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b). Penghasilan bruto harian > Rp 450.000 sampai dengan Rp 2.500.000 

Penghasilan bruto harian pegawai tidak tetap lebih dari Rp 450.000 hingga Rp 

2.500.000 per hari, maka PPh Pasal 21 dipotong dengan mengalikan penghasilan 

bruto harian dengan tarif TER Harian 0,5% 

c). Penghasilan bruto harian > Rp 2.500.000 

Apabila penghasilan harian pegawai tidak tetap melebihi Rp 2.500.000. maka 

perhitungan PPh Pasal 21 dipotong menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh 

dengan 50% dari penghasilan bruto harian sebagai dasar pengenaan pajak, dan 

tidak lagi menggunakan skema TER Harian. Hal ini dilakukan karena penghasilan 

yang sangat besar dalam satu hari cenderung lebih layak dihitung dengan 

ketentuan progresif yang biasanya digunakan dalam perhitungan tahunan. 

Tabel TER Harian Pegawai Tidak Tetap menunjukkan persentase tarif efektif rata-

rata harian untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap dengan 

penghasilan tidak bulanan, tahapan perhitungan PPh Pasal 21 biasanya adalah 

sebagai berikut 

a) Menentukan penghasilan per hari, baik rata-rata atau bruto. 

b) Mengidentifikasi kelompok tarif TER harian berdasarkan jumlah penghasilan. 

c) Mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER Harian yang tepat. 

d) Hasil perkalian tersebut adalah PPh Pasal 21, yang dipotong saat pembayaran 

penghasilan. 

 

Metode ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak dan 

memberikan kemudahan kepada pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan terhadap tenaga kerja lepas. 

 

2). Penghasilan yang diterima secara bulanan 

Jika seorang pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, maka 

perhitungan PPh Pasal 21 akan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Bulanan (TER 

Bulanan). Proses ini sama dengan yang berlaku untuk pegawai tetap, di mana tarif 

TER Bulanan ditentukan berdasarkan kelompok penghasilan dan status 
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif TER bulanan untuk pegawai tidak 

tetap yang menerima penghasilan secara bulanan disesuaikan dengan status PTKP 

wajib pajak. Oleh karena itu, pemotong pajak harus memastikan status PTKP 

pegawai yang bersangkutan sebelum menggunakan tarif TER bulanan.  

 

Sistem pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap menjadi lebih fleksibel 

dan proporsional terhadap pola penerimaan penghasilan dengan menggunakan dua 

mekanisme perhitungan tersebut. Skema TER meningkatkan kepatuhan 

pemotongan pajak sekaligus memudahkan administrasi bagi pemberi kerja untuk 

memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  

2.3.6 Core Tax Administration System 

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

perpajakan kepada wajib pajak. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek 

Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax adalah upaya reformasi dalam proses 

bisnis perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis Commercial 

Off-the-Shelf (COTS), serta mencakup pembaruan pengelolaan basis data 

perpajakan secara lebih modern. Pengembangan Coretax difokuskan pada 

modernisasi sistem administrasi perpajakan agar dapat berjalan secara lebih 

terintegrasi dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan perpajakan (Tofan, 

2023). 

 

Dalam penerapannya, Coretax mengintegrasikan berbagai proses utama 

perpajakan, mulai dari aktivasi wajib pajak, pembuatan bukti potong, pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kegiatan pemeriksaan dan 

penagihan pajak. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi coretax sangat 

bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya pada pegawai yang 

terlibat dalam administrasi perpajakan. Penerapan Coretax memerlukan proses 

pelatihan yang intensif serta kemampuan adaptasi yang berkelanjutan, yang dalam 
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praktiknya dapat menimbulkan tantangan, baik dari segi teknis maupun beban kerja 

bagi para pengguna sistem Coretax (Darmayasa & Hardika, 2024). 

 

Dalam implementasinya, Coretax adalah sistem administrasi perpajakan 

terintegrasi yang membantu transformasi digital dalam pengelolaan pajak Indonesia 

dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengintegrasikan 

data dan otomatisasi proses perpajakan, sehingga mengurangi beban pekerjaan dan 

mengurangi kesalahan penginputan data. Selain itu, Coretax membantu 

meningkatkan transparansi dan kualitas pelayannya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan Coretax sebagai bagian dari 

digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan 

kepatuhan wajib pajak dengan mengintegrasikan sistem dan otomatisasi proses 

bisnis perpajakan. Selain itu, melalui pengelolaan data yang terpusat dan 

terintegrasi, Coretax membantu memperkuat tata kelola perpajakan dan 

mempermudah proses pengawasan dan pengendalian pajak (Baihaqi & Kristina, 

2026).  

 

Namun demikian, dalam kehidupan nyata, sistem Coretax menghadapi banyak 

masalah, seperti masalah teknis sistem, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan 

pengguna untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna dan pemahaman sistem sangat 

memengaruhi keberhasilan implementasi sistem Coretax. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan pengguna 

melalui pelatihan serta penyempurnaan sistem agar implementasi Coretax dapat 

berjalan secara optimal (Ramadhan & Wijaya, 2025). 

 

2.3.7 Bukti Potong PPh Pasal 21 

Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dokumen perpajakan yang 

dikeluarkan oleh pemotong pajak sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi telah dikurangi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena bukti potong 

memberikan pengkreditan pajak kepada penerima penghasilan dan berfungsi 
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sebagai alat kontrol fiskal bagi otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib 

Pajak, sehingga bukti potong memiliki fungsi administratif sekaligus yuridis. 

Bukti potong PPh Pasal 21 pada sistem Coretax adalah bentuk digitalisasi untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan (Wijayanti et 

al., 2025). 

Dalam sistem perpajakan, bukti potong PPh Pasal 21 diberikan kepada pegawai 

atau penerima penghasilan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak 

lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Dokumen ini harus diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Secara teknis, 

Pajak Penghasilan Pasal 21 memuat informasi penting tentang pemotong pajak, 

penerima penghasilan, jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, besarnya 

pajak yang dipotong, dan masa pajak yang relevan. Informasi tersebut menjadi 

komponen utama dalam proses self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak 

yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Oleh karena itu, ketepatan 

pengisian bukti potong sangat memengaruhi pada validitas data SPT Tahunan 

(Anggraeni & Susilowati, 2025). 

Selain diperuntukkan bagi pegawai tetap, bukti potong PPh Pasal 21 juga berlaku 

bagi penerima penghasilan selain pegawai tetap atau biasa disebut BP21-Bukti 

Pemotongan Selain Pegawai Tetap. Bukti potong ini tetap memiliki fungsi yang 

sama, yaitu sebagai bukti pemotongan pajak yang dapat digunakan oleh penerima 

penghasilan dalam pelaporan SPT Tahunan. Pembuatan BP21-Bukti Pemotongan 

Selain Pegawai Tetap juga telah dilakukan secara elektronik melalui sistem 

Coretax (Anggraeni & Susilowati, 2025). 

2.3.8 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 melalui Sistem Coretax 

Secara teoritis, kewajiban pihak pemberi penghasilan untuk menghitung dan 

memotong pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi terkait dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Proses 

pemotongan dimulai dengan mengisi data penerima penghasilan dalam sistem 
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Coretax. Hal ini termasuk identitas wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), status kepegawaian, dan jenis 

penghasilan yang diterima. Data ini digunakan sebagai dasar untuk 

mengklasifikasikan subjek pajak, objek pajak, dan metode pengenaan pajak yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anggraeni & Susilowati, 2025). 

Pemotong pajak memasukkan bagian dari penghasilan bruto, seperti gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, atau imbalan jasa lainnya, setelah data penerima 

penghasilan dicatat. Setelah itu, Coretax secara otomatis memproses data tersebut 

dengan menerapkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku, kebijakan terbaru pemerintah 

juga menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 

dan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dengan menggunakan mekanisme ini, sistem 

secara langsung menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan status 

wajib pajak dan penghasilan bruto, dan mengurangi ketergantungan pada 

perhitungan manual (Mariyah & Rahayu, 2025). 

2.3.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Sistem 

Coretax  

Setelah pemotongan dilakukan melalui Coretax, langkah berikutnya adalah 

menyerahkan dan melaporkan data. Setelah kode billing dikeluarkan oleh sistem, 

pemotong pajak atau wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban atas PPh 

Pasal 21. Setelah itu, dokumen bukti potong bersama dengan SPT Masa PPh 21 

dilaporkan melalui sistem Coretax. Pelaporan ini mencakup penyampaian data 

penghasilan, bukti potong, dan bukti setoran pajak kepada otoritas pajak untuk 

setiap masa pajak. Coretax dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan, 

mengurangi kesalahan input manual, dan meningkatkan efisiensi administrasi 

pajak (Nathanael & Widodo, 2025). 

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

langkah penting dalam administrasi pemotongan PPh 21 yang harus dilakukan oleh 

pemberi kerja atau pemotong pajak sebagai wajib pajak badan. SPT masa ini 

dimaksudkan untuk melaporkan jumlah pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 
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yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan selama periode 

pajak. 

 

2.3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau 

Kegiatan Orang Pribadi mengatur cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang 

tercantum dalam Pasal 21 dan/atau 26. Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan 

ketentuan sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, kemudahan 

administrasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

 

PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan 

pajak, tarif yang digunakan, dan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

21. Selain itu, peraturan ini mengatur perlakuan pajak bagi pegawai tetap, pegawai 

tidak tetap, tenaga ahli, dan penerima penghasilan lainnya yang terkait dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PMK ini memberikan ketentuan tentang metode 

penghitungan pajak untuk pegawai tidak tetap. Metode ini disesuaikan dengan 

jumlah penghasilan yang diterima, baik secara harian, mingguan, maupun 

berdasarkan satuan pekerjaan. Penghitungan pajak dilakukan dengan 

mempertimbangkan batas penghasilan tidak kena pajak dan tarif yang berlaku 

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

PMK Nomor 168 Tahun 2023 tidak hanya mengatur aspek perhitungan, tetapi juga 

menegaskan bahwa pemotong pajak harus menyetor dan melaporkan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 secara tepat waktu melalui sistem administrasi perpajakan 

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti sistem Coretax. Dengan 

adanya peraturan ini, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih 

tertib, transparan, dan akuntabel.



       

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum 

3.1.1  Gambaran Umum Perusahaan 

PT DMS (Dame Mitra Solusindo) Konsultan adalah perusahaan konsultan pajak 

yang bekerja dengan perusahaan atau wajib pajak orang pribadi untuk menghitung 

berapa banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Lingkup layanan 

yang diberikan meliputi perhitungan pajak bulanan dan tahunan, pelaporan pajak 

elektronik, pendampingan pemeriksaan, hingga konsultasi regulasi perpajakan 

terbaru. PT DMS Konsultan menangani berbagai jenis klien seperti perusahaan 

jasa, dagang, kontraktor, UMKM, hingga perusahaan manufaktur kecil. Dalam 

proses bisnisnya.  PT  Dame Mitra Solusindo Consultan adalah perusahaan jasa 

konsultan yang masuk ke industri konsultasi perpajakan yang memiliki tugas-

tugas berikut: 

1) Memberikan konsultasi perpajakan kepada mitra atau klien 

2) Menyediakan layanan pekerjaan untuk seluruh bidang pajak perusahaan yang 

bermitra. 

3) Mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah 

yang dapat berubah kapan saja. 

Pemilihan PT DMS Konsultan sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan pada 

pertimbangan penulis bahwa PT DMS Konsultan terlibat secara langsung dalam 

proses administrasi perpajakan klien, terutama pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui sistem Coretax. Dengan situasi ini, 

penulis dapat melihat bagaimana ketentuan perpajakan diterapkan dalam praktik 

sehari-hari, bukan hanya berdasarkan teori atau peraturan tertulis.  
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Adapun fokus penelitian pada PPh Pasal 21, khususnya pada pegawai tidak tetap, 

dipilih oleh penulis karena dibandingkan dengan jenis pajak lain, PPh Pasal 21 

menuntut ketelitian tinggi dalam perhitungan dan pelaporan. Hal ini disebabkan 

bahwa PPh Pasal 21 memiliki tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi akibat 

dari perbedaan pola penghasilan, penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan 

kewajiban pelaporan yang terintegrasi dalam sistem Coretax. Selain itu, PT DMS 

Konsultan menangani klien dengan berbagai jenis pegawai, termasuk pegawai tetap 

dan tidak tetap, yang memastikan ketersediaan data dan kasus yang relevan dengan 

subjek penelitian. Oleh karenanya, fokus dan lokasi penelitian ini dipilih dengan 

tepat karena mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan pemahaman 

yang menyeluruh tentang penerapan administrasi PPh Pasal 21 secara efektif, 

efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

Berikut merupakan logo PT DMS Konsultan yang digunakan sebagai identitas 

visual perusahaan dalam bidang jasa konsultasi perpajakan. 

 

Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan 

 

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. DMS Konsultan yang beralamat di Jl. Z.A 

Pagar Alam Gg. Cempaka III No. 3, Gunung Agung – Langkapura Bandar 

Lampung, Lampung 35157 (E-mail: konspjklpg1@gmail.com). 

Waktu kerja praktik : 12 Januari – 27 Februari 2026 

Waktu kerja kantor : Senin – Jumat Pukul 08.45 WIB s/d 17.00 WIB 

mailto:konspjklpg1@gmail.com
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3.1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT DMS Konsultan 

 

3.1.4 Visi dan Misi PT DMS Konsultan 

Visi PT DMS Konsultan adalah selalu memberikan layanan profesional agar dapat 

meningkatkan nilai bagi klien dan kelangsungan bisnis. Misi PT DMS Konsultan 

adalah memberikan layanan konsultasi perpajakan terbaik kepada klien secara 

profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan 

kasus klien secara komprehensif dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan 

yang ada, dan bertindak sebagai rekanan yang baik bagi klien dan perusahaan. 

3.2 Desain Laporan Akhir 

Desain Penelitian dalam laporan akhir ini adalah rencana sistematis yang akan 

digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data 

sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan dari 

penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif, 

yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial di dunia 

nyata secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa mengubah variabel atau 

perhitungan statistik (Furidha, 2024). 

 

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena pada penelitian ini hanya berfokus 

memahami secara mendalam bagaimana fenomena administratif dan kepatuhan 

wajib pajak dalam pemotongan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. Metode 

Direktur

Mananger 
Operasional

HRD
SPV

Lapangan

Adm

Lapangan

SPV

Accounting

Staff

Accounting

SPV

PPh

Staff 

PPh

SPV

PPN

Staff

PPN

SPV

Kasus

Staff

Kasus
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kualitatif deskriptif juga mampu menggambarkan proses dan praktik nyata di 

lingkungan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga 

bisa memberikan pemahaman holistik tentang fenomena yang sedang diteliti.  

Metode ini juga bisa memberikan penjelasan menyeluruh tentang bagaimana 

pemotong pajak menerapkan ketentuan PPh Pasal 21 mulai dari tahap identifikasi 

objek pajak, perhitungan pajak terutang menggunakan Tarif Efektif Rata Rata 

(TER), dan proses penyetoran dan pelaporan melalui sistem Coretax. Selain itu 

dengan metode kualitatif deskriptif, penulis memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang dinamika dan tantangan administratif yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya 

manusia. 

 

Selama praktik kerja lapangan berlangsung, penulis berperan sebagai instrumen 

utama penelitian dan terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang 

dikumpulkan menunjukkan kondisi lapangan yang nyata dan memberikan 

gambaran yang lengkap tentang praktik administrasi PPh Pasal 21 untuk Pegawai 

Tidak Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. Dengan digunakannya 

pendekatan ini, penulis berharap bisa mendeskripsikan: 

1. Kesesuaian prosedur pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Ketepatan dalam penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap berdasarkan 

sistem Coretax dan ketentuan tenggat waktu. 

3. Kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap melalui sistem 

Coretax. 

4. Hambatan administratif yang ditemui dalam proses pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap melalui Sistem Coretax. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Mardatillah dan Murhayati (2025) menyebutkan bahwa data primer dan data 

sekunder adalah dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian. Kedua jenis 
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data ini sangat penting untuk penelitian kualitatif karena berpengaruh pada kualitas, 

validitas, dan kedalaman hasil analisis. Data harus dikumpulkan dengan cermat, 

relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran 

yang akurat tentang fenomena yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah 

ada dan digunakan sebagai pendukung. 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan diperoleh selama melakukan PKL di PT DMS 

Konsultan yang kemudian diolah oleh penulis. Jenis data primer meliputi: 

a. Hasil wawancara dengan Pegawai di PT DMS Konsultan mengenai alur 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak 

Tetap pada PT XYZ melalui Sistem Coretax. 

b. Hasil observasi secara langsung mengenai proses administrasi, seperti 

identifikasi objek pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap, 

perhitungan pajak atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, proses input data 

bukti potong 21 selain pegawai tetap melalui Sistem Coretax, pembuatan kode 

billing dan penyetoran pajak, serta pelaporan SPT Masa melalui Sistem 

Coretax. 

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Harefa dan Tanjung (2022) mekanisme 

administrasi PPh Pasal 21 seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah 

metode pengumpulan data utama. Penggunaan wawancara dan observasi ini 

memungkinkan analisis prosedur nyata serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan administratif. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh penulis dari dokumen 

yang dimiliki PT DMS Konsultan dan literatur resmi. Data sekunder yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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a. Dokumen Perpajakan milik PT XYZ seperti bukti potong PPh Pasal 21 

Pegawai Tidak Tetap, SPT Masa PPh Pasal 21, Kode Billing, Bukti 

Penerimaan Pajak (BPE) dan rekap transaksi yang menjadi objek Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

b. Peraturan perpajakan yang menjadi sumber acuan dalam proses evaluasi 

kesesuaian antara praktik perpajakan yang dilakukan oleh PT DMS Konsultan 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi Undang-undang No.7 

Tahun 2021, PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan 

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau 

kegiatan orang pribadi, PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif 

TER. 

c. Literatur ilmiah yang membahas tentang penerapan PPh Pasal 21, mekanisme 

digitalisasi perpajakan, dan faktor kepatuhan wajib pajak, yang akan 

digunakan dalam membandingkan antara temuan di lapangan dengan temuan 

studi sebelumnya yang relevan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan metode triangulasi data untuk memastikan keabsahan data, 

yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data itu valid dan sah. 

Selain itu, penulis melakukan cross-check terhadap dokumen perpajakan yang 

relevan, termasuk bukti potong Pasal 21 Pajak Penghasilan, SPT, kode billing, dan 

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Proses ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan dari wawancara dan data administratif yang 

tersedia sudah sesuai. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memiliki tingkat keandalan 

yang tinggi. 

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 
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1. Observasi 

Penulis melakukan observasi untuk melihat secara langsung proses administrasi 

perpajakan, mulai dari pengecekan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 21 

Pegawai Tidak Tetap, perhitungan dasar pengenaan pajak, pemotongan, 

penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Sistem Coretax. 

Dengan melakukan observasi ini, penulis dapat memahami alur kerja yang 

sebenarnya dan memberikan data empiris mengenai realita praktik perpajakan di 

lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai PT DMS 

Konsultan yang menangani klien PT XYZ, termasuk tax officer dan supervisor 

divisi PPh PT DMS Konsultan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-

terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana proses 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan 

melalui sistem Coretax. 

 

Tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan 

informasi bagaimana alur kerja administratif, masalah teknis yang dihadapi saat 

menggunakan sistem Coretax, dan mekanisme pendampingan yang diberikan 

kepada klien untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, wawancara ini 

juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 untuk 

Pegawai Tidak Tetap dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan 

perpajakan. Penulis berharap bahwa data yang diperoleh dari wawancara ini bisa 

menjadi gambaran nyata tentang bagaimana praktik perpajakan secara langsung di 

lapangan. Selain itu, informasi yang diperoleh selama proses wawancara akan 

menjadi dasar untuk menilai seberapa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku 

dengan implementasinya di PT DMS Konsultan saat menangani kewajiban pajak 

klien PT XYZ. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti fisik dan digital yang 

berkaitan dengan penelitian seperti berikut. 

1. Bukti potong PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. 

2. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti penyetoran pajak. 

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman kerja yang berlaku di PT 

DMS Konsultan. 

5. Dokumentasi transaksi PT XYZ yang menjadi objek pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

Kemudian dari dokumen yang sudah dikumpulkan, penulis akan menganalisis dan 

mengevaluasi kesesuaian antara praktik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT DMS Konsultan dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, serta digunakan untuk mengidentifikasi hambatan 

administrasi yang muncul selama proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

PPh Pasal 21. Selain itu, melalui dokumentasi, penulis akan mengidentifikasi 

masalah administratif yang muncul selama proses pelaksanaan kewajiban 

perpajakan, terutama dalam penggunaan sistem Coretax. 



       

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai 

tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax, disimpulkan bahwa: 

1) Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap pada 

PT XYZ sudah dilakukan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) 

dan sudah sesuai dengan kategori TER dan status PTKP masing-masing 

pegawai. Perhitungan dilakukan secara langsung, yaitu dengan mengalikan 

TER dengan penghasilan bruto sehingga menghasilkan total Pajak 

Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 1.999.596. Hal ini sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2) Proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan melalui 

sistem Coretax dengan pembuatan bukti potong secara elektronik. Setelah data 

diinput dan dilakukan submit, bukti potong tersimpan dalam sistem dan 

menjadi dasar dalam penyusunan SPT Masa PPh Pasal 21. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pemotongan telah dilakukan sesuai dengan PMK 

Nomor 168 Tahun 2023 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh 

Pasal 21. 

3) Proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui penerbitan 

kode billing pada sistem Coretax. Pembayaran pajak sebesar Rp 3.410.862 

sudah dilakukan sesuai dengan jumlah terutang, juga dibuktikan dengan 

diterbitkannya NTPN sebagai bukti sah bahwa pajak telah diterima oleh kas 
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negara. Namun penyetoran yang dilakukan PT XYZ pada tanggal 16, telah 

melewati batas waktu yang ditetapkan yang seharusnya paling lambat tanggal 

15 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. 

Dengan demikian, meskipun jumlah yang disetorkan sudah sesuai dengan 

jumlah pajak terutang, dari aspek ketepatan waktu penyetoran masih belum 

memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan bisa berpotensi dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda bunga sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4) Proses pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui 

sistem Coretax dengan penandatanganan elektronik dan menghasilkan Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE). Menunjukkan bahwa pelaporan sudah 

dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan dilakukan 

pada tanggal 16 bulan berikutnya, sehingga masih berada dalam batas waktu 

pelaporan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sebagaimana diatur 

dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan demikian, dari aspek ketepatan 

waktu, pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT XYZ telah 

memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. 

5) Secara keseluruhan, penerapan sistem Coretax pada PT XYZ telah berjalan 

dengan baik dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan 

dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu DJP Online. Hal ini 

dibuktikan bawa Coretax mampu menginterasikan seluruh proses 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ke dalam satu sistem, 

dan mengurangi jumlah input data berulang serta mengurangi kemungkinan 

kesalahan (human error). Namun demikian, meskipun Coretax telah 

meningkatkan efektivitas sistem, keberhasilan implementasinya masih 

dipengaruhi oleh kesiapan sistem dan kepatuhan pengguna dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. Kendala teknis dalam penggunaan sistem serta faktor 

kedisiplinan pengguna, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyetoran 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tata cara pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai 

tidak tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax ada beberapa saran yang dapat 

diberikan, yaitu: 

1. PT XYZ harus meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, 

terutama mengenai batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 agar 

tidak melewati batas waktu. Selain itu, PT XYZ harus menerapkan digitalisasi 

workflow administrasi pajak secara lebih terorganisir. Yaitu menerapkan 

sistem pengingat otomatis (reminder) untuk batas waktu penyetoran dan 

pelaporan pajak serta menerapkan alur persetujuan (approval) berjenjang 

sebelum proses penyetoran. Setiap tahapan perpajakan dapat dijadwalkan dan 

terkontrol dengan baik dengan adanya sistem ini, yang mengurangi 

kemungkinan keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan. 

2. Bagi PT DMS Konsultan harus lebih memperhatikan monitoring jadwal 

penyetoran pajak klien agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Selain 

itu, pelatihan secara berkala atau training terkait penggunaan sistem Coretax 

guna meningkatkan penguasaan sistem perlu dilakukan sesering mungkin. 

3. Bagi Sistem Administrasi Perpajakan (Coretax), diharapkan terus dilakukan 

pengembangan dan penyempurnaan, terutama dalam hal kemudahan 

penggunaan (user friendly) dan stabilitas sistem. Hal ini dikarenakan dalam 

praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti sistem eror dan gangguan 

yang dapat menghambat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan 

cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada beberapa perusahaan, sehingga dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih komprehensif.
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